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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPAT! TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2,

ol

Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau.

Pemerintah Daerah adalah Bupat scbagai unsur
penyelenggara Pemernintahan Dsaerah yang memimpin
pelaksanaan urusen  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan Daerah otonom Kabupaten Berau.

Bupati adalah Bupati Berau.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Berau.

Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk di
lingkungan Kabupaten Berau, bersifat kewilayahan untuk
melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan
tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tingg.

Camat adalah kepala kecamatan di lingkungan Kabupaten
Berau.

Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk
membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

Lurah adnlah kepala kelurahan dalam wilayah kecamatan di
lingkungan Kabupaten Berau.

Satuan organisasi adalah seckretariat, sub bagian, seksi dan
kelompok jabatan fungsional pada Kecamatan dan
Kelurahan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan  pemerintahan, pelayanan  publik, dan
pemberdayaan masyarakat kampung dan kelurahan, dipimpin oleh
Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui sckretaris Dacrah.

Pasal 3

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan
yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan
pemerintahan.
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Pasal 4

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud
pada pasal 3 dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik
yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan

masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati, berpedoman pada peraturan pemerintah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Camat menyelenggaralkan tugas umum pemerintahan meliputi:

a. menyelenggarasn urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan
oleh Bupati kepada Camat;

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum;

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati;

e¢. mengoordinasikan pemeliharaan presarana dan sarana
pelayanan umum,

{ mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;

g membina dan mengawasi penyelenggaraan kegistan Kampung
dan/atau kelurahan;

h. melaksanaksn urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat
Dacrah yang ada di Kecamatan;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan olech Bupati acsuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Paaal
3 dan Pasal 5, Camat menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan;

b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

¢. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum;

d. pengoordinasian penecrapan dan penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati;

¢. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;

f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan;

g pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Xampung dan
kelurahan;
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h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan
pemerintahan kampung dan kelurahan;

i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
pembinaan kelompok jabatan fungsional;

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

A
-

Pasal 7

Kelurahan adalah perangkat kecamaiwan yang dibentuk untuk
membantiu atau melaksanakan sebagian tugas camat,
berkedudukan di wilayah kecamatan serta dipimpin oleh Lurah
yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 8

Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas
pokok membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimakeud dalam Pasal 8,
Lurah menyelenggarakan tugas membantu Camat dalam:

a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;

. melakulan pemberdayaan masyarakat;
melaksanakan pelayanan masyarakat;

memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;

melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuanperaturan
perundang-undangan.

®m R0 o

Pasal 10
Dalam melaicsanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, Kelurahan mempunyai fungsi:
a. pelaksanasn kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
pemberdayaan Masyarakat,;
pelayanan Masyarakat,
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
pembinaan kelompok jabatan fungsional;

m ™o a0 g
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h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

BARB II!
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
a Camat
b. Sekretariat , terdin dari:
1) Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset;
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Seksi Pemnerintahan;
Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
Seksi Kesejahteraan Sosial;
Sekai Pelayanan Umum,
Kelurahan;
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Kecamatan sebagaitnana tercantum dalam
Lampiran | Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

F® ™o o0

(1) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf
h mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :
a Lurah;

Sckretariat;

Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban;

Scksi Pemberdayaan Masyarakat;

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Soeial;

8 Kelompok Jabatan Fungsional.

{2) Struktur Organisasi Kelurahan sebegaimana tercantum dalam
Lampiran 11 Peraturan Bupati ini.

—o og

BAB IV
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN
Pasal 13

Camat mempunyai tugas pokok dan fungsi scbagaimana terscbut
dalam Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 6 di atas.



Pasal 14

Dalam menyeclenggarakan tugas sebagai mang dimaksud dalam
Pasal 13, Camat mempunyai rincian tugas:

A

menyusun dan merumuskan rencana kerja dan rencana
anggaran satuan kerja perangkat dacrah berdasarkan rencana
strategik kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam
perencanasn pembangunan di kampung/kelurahan dan
kecamatan;

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan
unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai
program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakatdi eilayah
kerja kecamatan;

melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan
masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit
kerja pemerinta maupun swasta;

meiakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Rl dan atau TN
mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman
dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di
wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan
ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;

melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah
yang tugas dan fungainya di bidang penerapan peraturan
perundang-undangan;

melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah
yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan
perundang-undangan dan atau Kepolisian Negara Ri;

melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah
dan atau instansi vertikal yang tugas dan fingainya di bidang
pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;

melakukan koordinasl dengan pihak swasta dalam pelaksanaan
pemeliharaan prasarans dan fasilitas pelayanan umum,;
melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan
satuan keria perangkat daerah dan instansi vertikaldi bidang
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

melakukan pembinaen dan pengawasan terhadap administrasi
pemerintahan kampung dan atau kelurahan;

. memberikan bimbingan supervisi, fasilitagi dan konsultasi

pelasksanaan administrasi kampung dan atau kelurahan;

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala
kampung dan atau lurah;

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat
kampung dan/atau kelurahan;






sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan kerja;

e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup
Sekretariat dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasasr
dalam melaksanakan pekerjaan;

f. mengoordinasikan pelayanan telmis administratif baik intern
Kecamatan maupun unit kerja lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berialu;

g mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di
lingkungan Kecamatan guna tertib administrasi;

h. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya
pengelolaan surat-menyurat, periengkapan rumah tangga,
inventaris, humas dan protokol serta urusan umum;

i. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan
laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta
dokumen pelayanan publik Kecamatan agar penyusunan
dokumen tersebut aelesai dengan baik dan tepat waktu sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

j. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan
pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja
dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;

K. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sekretariat
berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat
pencapaian program dan permasalahan yang dibhadapi, serta

masalah;

. melaporkan kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil pelaksanaan
tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

m. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang
langkah-langkah / tindaksn yang perlu diambil sesuai dengan
bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai
bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih
lanjut,

n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan
petunjuk atasan.

Pasal 17

Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi
Sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi penyusunan
program pembangunan di Kecamatan, mengidetifikasi
permaaslahan, pengumpulan data, mengevaluasi dan memonitor
kegiatan dan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban
pelaksanaan tugas serta pengelolasn  administrasi  dan
penatausahaan keuangan dan aset Kecamatan.
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Panal 20

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian
tugas:

menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada aserta
peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan
tugas;

mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan eesuai
dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada
bawahan dan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat
aclemai dengan baik dan tepat waktu;

memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar
pekerjaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat
dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang
beriaku;

mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk serta bahan-bshan Ilainnya yang
berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
melalui informasi dan sumber data yang ada untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku sagar dapat
digunakan ascbagai dasar dalam meclaksanakan pekerjaan;
mengatur dan mengawasi petugas kebersihan dan keamanan
agar selalu tercipta suasana aman, bersih dan tertib;

mengatur kegiatan ketatalaksanaan yang meliputi surat-
menyurat, penggandaan dan pengelolaan kearsipan sesuai
dengan petunjuk teknis administrasi perkantoran;

mengontrol proses administrasl perjalan dinas pegawai di
lingkungan Kecamatan guna menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas;

mengoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan
rapat/pertemuan-pertemmuan yang meliputi administrasi rapat,
konsumsi, ruang rapat, bahan-bahan/materi rapat sehingga
kegiatan bejalan sesuai dengan yang diharapkan;

mengatur pengelolaan adminstrasi kepegawaian yang meliputi
penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat,
gaji berkala, penjenjangan/diklat, karpeg, taspen, karis/karsu,
cuti dan lain sebagainya yang berhubungan dengan
kepegawaian;

memproses administrasi urusan kesejahteraan dan keschatan
pegawal menurut ketentuan yang herlaku;

mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan
pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja
dan aebagai bahan pembinaan kepegawaian;

mengevaluasi hasil peclaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk
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mengetahui tingkat pencapaian pmgmm dan permasalahan yang
dihadapi, serta pemecahan masalah

n. melaporkan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,

0. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang
langkah-langkah / tindakan yang periu diambil sesuai dengan
bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebegai
bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih
lanjut;

p- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan
petunjuk atasan.

Pasal 21

(1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas pokok dan fungsi Camat di bidang pemerintahan yang
meliputi pelaksanaan dan pelayanan administrasi pemerintahan
umum dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung
dan kelurahan.

(2) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin
oleh Seorang Kepala Seksi

Pasal 22

Dalam menyeienggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21 ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas:

a. menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan berdasarkan
Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang
berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. mengatur dan mendistribuaikan tugas kepada bawahan aesuai
dengan bidang tugaanya agar terwujud kinerja yang baik pada
bawahan dan tugas Seksi Pemerintahan dapat selesai dengan
baik dan tepat waktu;

¢. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar
pekerjaan Scks Pemerintahan dapet dilaksanakan dengan baik
dan benar sesuai peraturan yang berlaku;

d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan tekmis,
pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan tugas Seksi Pemerintahan melalui
informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan kerja;

¢. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi
Pemerintahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar
dalam melaksanakan pekerjaan;

f. membimbing inventarisasi masalah yang berkaitan dengan
perkembangan pemerintahan wilayah Kecamatan dengan cara

meminta laporan/masukan dari masing-masing kepala
kampung/lurah;
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dan kesejahteraan soaial yang meliputi pelaksanaan koordinasi dan
fasilitasi kegiatan pembinasan di bidang sosial, agama, kesechatan
masyarakat, olah raga, generasi muda, keluarga berencana dan
pemberdayaan perempuan.

{2) Seksi Kesejahteraan Sosial scbagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi

Pasal 28

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Passal
27 ayat {1), Kepala Scksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian
tugas:

menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Soxial berdasarkan
Renstra, data dan informasi yang ada eerta peraturan yang
berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

mengatur dan mendistribusiken tugas kepada bawahan sesuai
dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada
bawahan dan tugas Seksi Kescjahteraan Sosial dapat selesai
dengan baik dan tepat waktu,

memberiiian petunjuk dan bimbingen kepada bewahan agar
pckerjaan Scksi Keacjahteraan Sosial dapat dilaksanakan dengan
baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku,

mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman daen petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan tugas Secksi Kescjahteraan Sosial melalui
informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan kerja;

merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan peckenaan Sekasi
Kesejahteraan Sosial dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang beriaku agar dapat digunakan
scbagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;

membimbing inventarisasi permasalahan-permasalahan yang
berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan mencari solusi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

melakukan koordinaai baik intern msaupun ekstern secara
langsung untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;

membimbing Monitoring pendistribusian bantuan Raskin ke
kampung/kelurahan secara langsung untuk mengetahui
kebenaran laporan data yang mauk dari kampung/kelurahan;
mengontrol pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan di bidang
agama, keschatan masyarakat, olah raga, generasi muda,
keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;

mengontrol pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan pemberian
bantuan tempat ibadah, yayasan sosial dalam wilayah
Kecamatan baik dana berasal dari pemerintah maupun dar
swasia;

membimbing pengolahan data bidang kescjahteraan sosial;
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k. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan
pelaksansan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja
dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;

l. mengevaluasi hasil pelaksanasan kegiatan Seksi Kesejahteraan
Sosial berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui
tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi,
serta pemecahan masalah;

m. melaporkan kegiatan Sekai Kesejashteraan Sosial berdasarkan
hasil pelaknanaan tugas sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

n. memberl saran dan pertimbangan kepada atasan tentang
langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan
bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai
bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih
lanjut;

0. melaksanakan tugss kedinasan lain sesuai dengan perintah dan
petunjuk atasan.

Pasal 29

(1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan
scbagian tugas pokok dan fungsi Camat di bidang pendidikan dan
kebudayaan yang meliputi pelaksanaan koordinasi, fasilitasi,
pembinaan, pengawasan terhadap kurikulum pendidikan serta
pembinaan kebudayaan.

{2} Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dipimpin oleh Seorang Kepala Scksi

Pasal 30

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 ayat (1), Kepala Sekai Pelayanan Umum mempunyai rincian
tugas:

8. menyusun rencana kerja Scksi Pelayanan Umumberdasarkan
Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang
berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai
dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada
bawahan dan tugas Sekni Pelayanan Urmum dapat selesai dengan
baik dan tepat waktu;

c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar
pekerjaan Seksi Pelayanan Umum dapat dilaksanakan dengan
baik dan benar sesuai persturan yang berlaku;

d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan tekmis,
pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan tugas Seksi Pelayanan Umummelalui
informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan kerja;
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merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi
Pelayanan Umumdengan Dberpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan
schagni dasar dalam melaksanakan pekerjaan;

membimbing inventarisasi permasalahan-permasalahan yang
berkaitan dengan pelayanan umum dan mencarl solusi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

mengontrol penyusunan dan penetapan standar pelayanan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
membimbing pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di bidang
pelayanan umum;

mengontrol pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang
pelayanan umum,

menjelaskan standarisasi pelayanan baik kepada
masyarakat/warga sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

melakukan koordinasi baik intern maupun ekstern secara
langsung untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;

mengkoordinir dan memonitor petugas teknis yang bertugas di
kecamatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada
masyarakat;

. membimbing pengolahan data bidang pelayanan umum;

mengontrol pembuatan rekomendasi dan perijinan dengan
terlebih dahulu meneliti kelengkapan persyaratan yang telah
ditentukan;

mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi hawahan berdasarkan
ptlaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja
dan eebagai bahan pembinaan kepegawaian;

mengevaluasi hasil pelaksansan kegiatan Seksi Pelayanan
Umumberdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui
tingkat pencapojm progro.m dan permasalahan yang dihadapi,
serta pemecahan masalah;

melaporkan kegistan Seksi Pelayanan Umumberdasarkan haasil
pelaksanaan tugas sehagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang
langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan
bidang tugasnya baik sccara lisan maupun tcrtulis scbagai
bahan pertimbangan atasan dalam mengambi! kebjjakan lebih
lanjut;

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan
petunjuk atasan.
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BAB YV
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGS!I KELURAHAN

Pasal 31

Lurah mempunyai tugas pokok sebagaimana tersebut dalam Pasal
8, Pasal 9 Dan Pasal 10.

Pasal 32

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam

Pasal 31, Lurah mempunyai rincian tugas :

a. mengoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan
yang menjadi tanggung jawab Kelurahan;

b. merumuskan kebijakan teknis pelaksansan kegiatan dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam
melaksanakan pekerjaan;

c. mengatur dan mendistnbusikan tugas kepada bawahan scsuai
dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada
bawahan dan tugas Kelurahan dapat selesai dengan baik dan
tepat waktu.

d. mempelajuari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan tugas Kelurahan melalui informasi dan
sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan

e. memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta
mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang
berlaku

f mengksaji, menelii dan mengevaluasi program kerja Kelurahan

berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui

tingkat keberhasilan kegiatan dan dalam mangka merancang
program lanjutan serta penyusunan laporan kinerja
mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;

. membina pelakaanaan pemberdayaan masyarakat;

mengarahkan penyelenggaraan pelayanan masyarakat,

mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum;

k. mengoordinasikan pelaksanaan pemelharaan prasarana dan
fasilitas pelayanan umum,

. mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan lembaga
kemasyarakatan;

m. membina penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

n. membina kelompok jabatan fungsional;

o. mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan
organisasi agar pelaksanaan tugas Kelurahan dapat terlaksana
seausi dengan yang diharapkan.

p- memberi saran dan pertimbangan kepada Camat tentang
langkah atau tindaken yang periu diambil di bidang tugmsnya

- X
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i. menyelenggarakan administrasi keuangan Kelurahan untuk
dicapainya tertib admnistraxi keuangan dan pemakaian
keuangan negara yang efektif dan efisien;

j. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang
langkah atau tindakan yang periu diambil di bidang tugasnya;

k. membuat laporan kegiatan Sckretariat dan laporan kegiatan
Kelurahan baik bulanan maupun tahunan secara periodik
sebagai pertanggungiawaban pelaksanaan tugss;

1. melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk
atasan.

Pasal 35

(1) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Lurah di
bidang pemerintahan yang meliputi pelaksanaan dan pelayanan
administrasi pemerintahan umum dan pembinaan masyarakat.

(2) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi

Pasal 36
Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
terscbut dalam Pasal 35 ayat (1), Kepala Scksi Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban mempunyai rincian tugas :

a. menyusun rencana kerja Scksi Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada
serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas;

b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan aesuai
dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada
bawahan dan tugas Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertibandapat selesai dengan baik dan tepat waktu;

¢. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar
pekerjaan Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertibandapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai
peraturan yang berlaku;

d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk serta bahan-beahan lainnya yang
berhubungan dengan tugas Seksi Pemerintahan, Ketentraman
dan Ketertibanmelalui informasi dan sumber data yang ada

e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sekai
Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertibandengan berpedoman
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat
digunakan scbagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;

f membimbing penyiapan pedoman pelaksanaan pembinaan di
bidang ketentraman dan ketertiban serta kerulcunan warga dan
kesatuan bangsa;
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bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijalkan lebih
lanjut;

u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan
petunjuk atasan.

BAB V1
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 41

(1) Kelompok Jabatan Fungnional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Kecamatan eesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat
(1} dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
ditunjuk.

(3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana tereebut pada pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
{4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1)

diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

{5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang beriaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 42

{1} Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungainya Camat,
Sekretaris, Kepala Bidang, Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub
Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik
dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di lingkungan Kecamatan serta instanai lain diluar
Kecamatan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

IQ)Sedapiﬁepda Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahan
maging-masing dan bila terjadi pmyimpanpn agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undanga.

{(3) Betiap Kepala Satuan Organisasi hertnnggung;mb memimpin,
mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan
bimbingan sertapetunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(4) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing - masing
serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.



Pasal 43

(1) Datam hal Camat berhalangan, maka Sekretaris secara
struktural atau pejabat struktural lainnya sesuai dengan daftar
urut kepangkatan dapat melaksanakan tugas-tugas Camat.

(2) Apabila Lureh berhalangan, maka Sekretaris secara struktural
atau pejabat struktural lainnya sesuai dengan daftar urut
kepangiatan dapat melaksanakan tugas Lunah.

BAB ViUl
KEPEGAWAIAN

Pasal 44

(1) Camat adalah jabatan escion 1II a atau jabatan administrator.

(2) Sekretaria Kecamatan adalah jabatan eselon IIl b atau jabatan

(3) Lurah dan kepala scksi pada Kecamatan adalah jabatan esclon
IV a atau jabatan pengawas.

(4) Kepala subbagian pada kecamatan, sekretaria kelurahan dan
kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV) atau
jabatan pengawas.

Pasal 45

(3) Camat diangkat dan diberhentikan cleh Bupati dari Pegawai
Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan
dan memenuhi persyamtan kepegewaian atas usul Sekretaris
Dacrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(4) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai
Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan kepegawaian atas usul
Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(5) Sekretaria Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, kepala sub bagian,
dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dasi
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Camat
melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.












